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PERAN NU SEBAGAI AGEN PERDAMAIAN DI PAPUA

Sabara
Pusat Riset Agama dan Kepercayaan Badan Riset dan Inovasi Nasional
Email: barackfilsafat@yahoo.co.id

Abstrak

Papua adalah salah satu daerah dengan tingkat kerentanan konflik yang cukup tinggi di
Indonesia. Isu separatisme hingga agama menjadi isu yang memantik kerentanan tersebut.
Peran organisasi masyarakat tentu menjadi sangat penting sebagai agen sosial dalam menjaga
perdamaian di Papua. Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu ormas yang banyak
berkecimpung dalam upaya membangun perdamaian di Papua dengan mengusung misi dan
wajah Islam damai. Tulisan ini mengelaborasi peran-peran sosial NU tersebut sebagai agen
perdamaian di Papua dalam meminimalisir kerentanan konflik, peran dalam rekonsiliasi dan
restorasi pasca konflik dan peran-peran sebagai agen perdamaian dalam mewujudkan Papua
sebagai tanah damai. Tulisan ini merupakan hasil dari serangkaian riset panjang tentang
keagamaan, kerukunan dan konflik yang pernah peneliti lakukan sepanjang 2012-2022 di
Papua. Temuan tulisan ini mengonfirmasi peran-peran strategis Pengurus Wilayah (PW) NU
Papua melalui tokoh-tokohnya dalam upaya mewujudkan perdamaian dan rekonsiliasi konflik,
khususnya yang berkenaan dengan konflik yang bernuansa agama. Tokoh NU berperan penting
sebagai social bridging yang menjembatani antar elemen umat beragama yang ada di Papua,
sehingga terjalin komunikasi yang baik dan terwujud kerukunan antar umat beragama. Dalam
kasus konflik bernuansa agama seperti kasus Tolikara, Wamena, Koya dan Sentani, tokoh
PWNU Papua berperan penting dalam memberikan perimbangan informasi yang meredam
munculnya konflik dalam skala yang lebih luas. Peran strategis dan kontribusi NU di Papua
sebagai agen perdamaian, tak lepas dari warisan sosok Gus Dur yang diterima sebagai tokoh
yang banyak berjasa oleh masyarakat Papua.

Kata Kunci: NU Papua, papua tanah damai, perdamaian, konflik

PENDAHULUAN baik sebagai hembusan isu yang dapat
Kondisi sosial, situasi politik, faktor memantik konflik maupun sebagai modal
ekonomi hingga problem pengelolaan sosial dalam membangun perdamaian.
keragaman membuat Papua menjadi salah Agama menjadi “pisau bermata dua” yang
satu daerah dengan tingkat kerentanan dapat digunakan sebagai modus sesuai
konflik yang cukup tinggi di Indonesia. dengan motif pelaku kepentingan. Oleh
Kerentanan  konflik  tersebut  kerap karena itu, penting kiranya agama sebagai
merembet dan membawa isu agama, resources sosial dioptimalkan menjadi agen
sebagai variabel yang paling sensitif dalam perdamaian di Papua.
memicu konflik. Banyak persoalan di Agama merupakan variabel yang
berbagai aspek kehidupan masyarakat yang cukup penting dan sentral pada sistem
kapan saja dapat memantik timbulnya sosial masyarakat di Papua. Signifikansi
gejolak  konflik sosial (Waimbo dan posisi agama ini tergambar melalui kearifan
Yuwono 2012). Hubungan harmonis lokal “tiga tungku satu batu”, yang
antarumat beragama menjadi pertaruhan, di representasinya adalah agama, adat serta
samping persoalan yang lebih luas pemerintah (Wally 2018). Makna lain yang
menyangkut integrasi Papua sebagai bagian terkandung dari “tiga tungku”
dari wilayah dan kedaulatan NKRI. Agama menyimbolkan tiga agama yang merupakan
sebagai variabel tak dapat dikesampingkan anutan orang asli Papua (selanjutnya
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disebut OAP), yakni; Kristen, Katolik dan
Islam (Sabara dan Kodina 2020).
Harmonisasi “tiga tungku satu batu” ini
kerap memperoleh ujian sehingga tak selalu
berjalan dengan mulus. Sebagian kalangan
mengklaim tanah Papua selaku “Tanah
Injil” (Gospel land). Klaim ini seolah
mengonstruksi  identitas OAP identik
dengan identitas Kristen. Klaim tersebut
sudah lama dikonstruksi melalui proses
sosial oleh diskursus yang dibangun oleh

oknum gereja tertentu dengan
mengonstruksi  pengetahuan  tentang
identitas OAP sebagai penganut Kristen
(Saputra 2017).

Generalisasi dan konstruksi
identitas  tersebut  kerap = memantik

kesalahpahaman yang membuat fakta
heterogenitas agama di Papua menjadi
problem (Afwan 2015). Problem sosial
yang kerap muncul di antaranya kecurigaan
kepada pendatang yang umumnya
beragama Islam. Dakwah Islam kepada
masyarakat OAP sering diembuskan
menjadi isu yang dapat memprovokasi
terjadinya konflik sosial berlatar agama
(Sabara 2012).

Jika mengacu pada fakta sosial,
tidak bisa dipungkiri bahwa Islam
merupakan agama yang juga menjadi
anutan oleh sebagian OAP, meski dengan
jumlah yang lebih minoritas. Namun,
secara historis Islam adalah agama yang
lebih dahulu masuk di Papua bahkan jauh
sebelum misi Kristen masuk pada 1856,
Islam masuk kemudian menjadi anutan oleh
sebagian OAP di wilayah Papua bagian
Barat, khususnya di daerah Kepala Burung
pada kisaran abad XVI melalui jalur
Kesultanan Tidore (Wanggai 2009). Agama
Islam juga dianut oleh sebagian OAP yang
bermukim di kawasan Pegunungan Tengah
sejak 1960-an. Identitas OAP yang
diidentikkan sebagai penganut Kristen
berdampak kepada kalangan OAP Muslim.
Hal ini  membuat OAP  Muslim
tersubordinasi sehingga selalu berjuang
untuk memperoleh penerimaan
identitasnya  sebagai Papua Muslim
(Pamungkas  2015). Peneliti  secara
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langsung pernah mendengar klaim bahwa
Papua selaku “Tanah Injil”. Klaim tersebut
dilontarkan beberapa oknum pendeta, saat
penelitian tentang konflik di sejumlah

daerah di Papua.
Konstruksi mengenai nasionalisme
ganda Papua menjadi faktor yang

menguatkan klaim identitas OAP sebagai
Kristen dan Papua sebagai “Tanah Injil”.
Hal ini sebagai pembeda dengan identitas
umumnya orang Indonesia yang mayoritas
Muslim. Kesadaran mengenai identitas
kepapuaan lebih dahulu tumbuh dan lebih
menonjol sebelum ditanamkannya
nasionalisme keindonesiaan” kepada OAP.
Kesadaran  tersebut kian  mencuat
disebabkan persaingan OAP dengan
masyarakat pendatang (Syuhudi 2020).
Nasionalisme ganda inilah yang kemudian
memicu dikotomi identitas kepapuaan
versus keindonesiaan. Polarisasi identitas
serta nasionalisme kian tajam dengan
adanya upaya konstruksi sejarah dan politik
bahwa OAP merupakan orang Melanesia
beragama  Kristen yang  mendapat
diskriminasi dan perlakuan tidak adil oleh
Indonesia sebagai bangsa dengan ras dan
agama yang berbeda (Sabara 2019).
Wacana  Papua-Kristen  versus
Indonesia-Islam merupakan salah satu alat
propaganda sebagian kelompok OAP guna
menggalang kekuatan untuk berpisah dari
NKRI.  Program transmigrasi  serta
banyaknya pendatang yang umumnya
Muslim dicurigai sebagai usaha pemerintah
NKRI dalam menancapkan kekuasaan dan
dominasinya di Papua (Wonda 2007).
Langkah  untuk melawan dominasi
pemerintah Indonesia dan nasionalisme
keindonesiaan adalah dengan
membenturkan identitas secara oposisi
biner, termasuk identitas agama. Usaha
delegitimasi identitas dan nasionalisme
keindonesiaan di antaranya
mempropaganda OAP bahwa pemerintah
Indonesia melalui aparatnya telah banyak
melakukan pelanggaran HAM di Papua.
Saat yang sama digulirkan isu bahwa
Muslim Papua merupakan pendukung
NKRI. Wacana tersebut ditengarai dibentuk
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secara sengaja oleh oknum tertentu guna
memperoleh  dukungan  politik  dari
kalangan Muslim Papua (Sabara 2018).

Melihat rentannya konflik di Papua
yang di antaranya menyeret isu agama,
maka agama dengan ormas sebagai
resourcesnya mesti terlibat dalam kerja-
kerja aktif membangun perdamaian dengan
pendekatan agama, kebudayaan maupun
politik. Peran strategis ormas keagamaan
ormas keagamaan selama ini di Papua
berhasil menjaga situasi kerukunan umat
beragama (selanjutnya disebut KUB) di
Papua senantiasa tetap kondusif. Hal ini
ditunjukkan dengan tingginya angka indeks
KUB yang diraith Provinsi Papua selalu
berada di atas rata-rata nasional dan bahkan
beberapa kali Papua masuk dalam tiga
besar provinsi dengan indeks KUB
tertinggi.

Beberapa peristiwa menunjukkan
agama menjadi isu yang dibawa untuk
melakukan propaganda konflik. Namun,
sinergi berbagai elemen masyarakat, dari
kalangan agama, adat serta pemerintah
menjadikan eskalasi konflik dapat diredam
hingga akhirnya berhasil direkonsiliasi dan
direstorasi. peran ormas keagamaan,
melalui tokoh-tokohnya sangat signifikan
dalam membangun perdamaian di Papua.
Sinergi ini terlihat dengan jelas melalui
nilai indeks KUB yang senantiasa berada
pada kategori tinggi, tak hanya di variabel
toleransi, namun juga di variabel kesetaraan
serta kerja sama.

Nahdlatul Ulama  (selanjutnya
disebut NU) merupakan salah satu ormas
Islam yang telah eksis di Papua sejak
dekade 1960-an, bersamaan dengan proses
integrasi wilayah Papua menjadi bagian
dari NKRI. Di Kota Jayapura, NU
berkembang dan membangun Masjid Jami’
dan kawasan tersebut kemudian menjadi
pusat perkembangan dan pergerakan
Pemuda Anshor di Papua (Wanggai 2009).
Masjid Jami’ tersebut dalam perjalanan
sejarahnya memberikan kontribusi yang
besar bagi pengembangan pendidikan Islam
di  Papua  (Dute  2021). Selain
pengembangan dakwah dan pendidikan
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Islam, kontribusi besar NU adalah sebagai
agen Islam damai yang menjadi salah satu
resources sosial yang aktif dalam kerja-
kerja  membangun  kerukunan  dan
perdamaian di Papua. Kontribusi NU
tersebut tak lepas dari peran aktif tokoh-
tokohnya serta penerimaan masyarakat
Papua non muslim terhadap NU. Hal ini tak
lepas dari keberterimaan sosok Gus Dur
yang diterima sebagai figur yang dekat
dengan masyarakat Papua.

Peran penting NU sebagai agen
perdamaian di Papua di antaranya dengan
menampilkan wajah Islam damai sebagai
anti tesa dari wajah Islam radikal yang
kerap menjadi momok bagi sebagian
kalangan di Papua. Selain itu dengan kerja-
kerja aktif dalam melakukan konsolidasi
lintas elemen dengan kelompok agama
lainnya, baik sesama kelompok Islam
maupun dengan kelompok non muslim. Hal
strategis lainnya dengan peran aktif tokoh-
tokoh NU baik di tingkat wilayah maupun
cabang dalam meredam potensi dan
kerentanan  konflik serta melakukan
koordinasi yang aktif dalam upaya
membangun rekonsiliasi konflik,
khususnya yang bernuansa agama, seperti
konflik Tolikara, Wamena, Jayapura,
Sentani serta kasus-kasus lainnya.

Tulisan ini mengulas tentang peran
NU sebagai resources sosial keagamaan
dalam peran strategisnya sebagai agen
perdamaian di Papua yang dikaitkan
dengan program Papua Tanah Damai
(PTD). Tulisan ini mengangkat problem
riset yaitu bagaimana peran NU dalam
membangun dan menjaga perdamaian di
Papua melalui visi Islam damai?,
bagaimana peran NU dalam membangun
KUB?, serta bagaimana peran NU dalam
proses rekonsiliasi konflik dan
restorasinya, khususnya pada konflik
bernuansa agama?. Adapun wilayah Papua
yang menjadi lokus dalam tulisan ini adalah
Provinsi Papua sebelum dimekarkannya
tiga provinsi baru sebagai daerah otonomi
baru (DOB) pada 2022
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TINJAUAN TEORETIS

Peran NU sebagai agen perdamaian
di Papua dalam tulisan ini diulas dengan
menggunakan teori agen dan struktur dalam
teori strukturasi Anthony Giddens. Teori ini
digunakan untuk menganalisis relasi antara
aktor sebagai agen dan sistem sosial
sebagai struktur yang berjalin kelindan
dalam proses sosial pada fakta sosial yang
objektif. Teori strukturasi menekankan
pentingnya praktik sosial dalam agen
maupun struktur (Nashir 2012). Praktik
sosial dilihat sebagai akibat dari dialektika
antara agen dan struktur (Adib 2012),
dalam konsep Giddens disebut dualitas
struktur  dalam relasi yang saling
mengandaikan (Giddens 2009), dualitas
inilah yang menginspirasi Giddens dalam
melahirkan teori strukturasi (Giddens
2010).

Agen yang dimaksud dalam tulisan
ini adalah tokoh-tokoh NU Papua selaku
aktor yang merepresentasikan  NU,
sedangkan struktur adalah rules and
resources (Ashaf 2006) yang berhubungan
secara dualitas dengan agen, yaitu aturan
dalam sistem sosial yang berlaku di Papua
baik bersifat formal maupun nonformal
serta kelembagaan NU sebagai resources.
Praktik dan proses sosial yang menjadi
aksentuasi dalam relasi agen dan struktur
adalah perdamaian dan hal-hal lain yang
berkaitan seperti rekonsiliasi dan restorasi
konflik, khususnya yang bernuansa agama.
Reproduksi sosial hadir melalui dualitas
antara praktik sosial dari agen dan struktur
sosial (Suminar 2020). Dalam tulisan ini
reproduksi sosial yang dimaksud adalah
reproduksi perdamaian antar kelompok
agama dan masyarakat di Papua.
Perdamaian diproduksi sebagai akibat dari
kerjasama  antarkelompok keagamaan
sebagai resources sehingga menjadi katup
kohesi yang menstimulasi peningkatan
kesadaran dalam hidup bersama di tengah
keragaman (Harpham, Grant, dan Thomas
2002)

Damai sering dipersepsikan secara
negatif sebagai ketiadaan konflik, padahal
sejatinya damai bukan sekadar nir-konflik,
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lebih dari itu damai secara positif adalah
suasana yang harmonis (Nurcholish 2015).
Perdamaian yang dimaksud dalam tulisan
ini merujuk pada konsep perdamaian
negatif dan perdamaian positif menurut
Johan Galtung. Perdamaian negatif
mendasarkan pada tidak adanya tindakan
kekerasan secara langsung. Sedangkan
perdamaian positif lebih berfokus pada
tindakan preventif, akan kemungkinan
terjadinya  konflik yang disebabkan
problem struktural, seperti diskriminasi
berbasis identitas sosial tertentu (Khaswara
dan Hambali 2021).

Perdamaian positif bersifat
multidisipliner serta mencakup nilai-nilai
moral serta visi kehidupan sosial yang lebih
luas dari sekadar nir-konflik, nir-kekerasan
atau upaya menghindarinya (Barash 2000).
Sebuah suasana di mana hadirnya keadilan
dan kesejahteraan dalam hubungan yang
non diskriminatif dan kerjasama yang
setara Singkatnya, damai adalah suasana
kenyamanan batin (Sims, Nelson, dan
Puopolo 2014) yang hidup aman dalam diri
dan lingkungan, meski hidup dalam
kepelbagaian (Navarno-Castro dan Nario-
Galace 2008). Prinsip perdamaian adalah
mengeliminir berbagai hambatan yang
memungkinkan terjadinya disharmoni dan
diskriminasi dalam kehidupan sosial yang
diliputi kepelbagaian. Jika terjadi konflik,
maka proses rekonsiliasi yang dilakukan
tidak  sekadar =~ menekankan  pada
pemerataan  keadilan  yang  bersifat
distributif, namun juga keadilan yang
bersifat restoratif (Brauchler 2015).

Papua Tanah Damai (selanjutnya
disebut PTD) merupakan gagasan yang
diusulkan dan dipopulerkan oleh sejumlah
tokoh pada 2003. Konsep PTD digulirkan
guna meningkatkan suasana sosial yang
kondusif yang karenanya berdampak pada
peningkatan taraf hidup masyarakat Papua.
Konsep PTD secara aplikatif digunakan
sebagai  kerangka  referensi  untuk
menganalisis serta mengkritisi proses
pembangunan di Papua (Sugandi 2008).
Pada 2013, PTD kemudian dicanangkan
sebagai momen untuk menyatukan visi



Sabara

bersama semua komponen masyarakat
yang berada di Papua. Pencanangan
tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh
agama, tokoh paguyuban suku dan
Forkopimda Papua yang mengambil
momen peringatan Hari PTD ke-10 yang
bertepatan dengan hari masuknya Injil di
Papua, 5 Februari 2013. (Jaringan Damai
Papua 2013).

PTD  adalah  simbol  yang
menunjukkan sinergi antar elemen selaku
katup kohesi yang secara aktif berperan
dalam  mewujudkan dan  menjaga
perdamaian di Tanah Papua. PTD
menunjukkan sinerginya seluruh komponen
masyarakat sebagai resources dengan para
tokoh sebagai agennya, bertindak selaku
katup kohesi guna merekatkan perbedaan
sekaligus menjadi modal sosial
menciptakan  budaya damai  pada
masyarakat Papua yang bineka. Sinergi
tersebut diwujudkan dalam pendekatan
lintas bidang yang multi perspektif di
semua aspek kehidupan. Pada intinya, PTD
adalah  bagaimana semua  elemen
masyarakat  selaku  resources  sosial
berposisi sejajar dan saling menghargai
serta mengemban tanggung jawab dalam
penyelesaian persoalan di Tanah Papua
(Marit dan Warami 2018). Sebagai gerakan,
PTD dibangun melalui dialog, pada
Konferensi Damai Papua, yang
diselenggarakan Juli 2011 disepakati bahwa
cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan
Papua adalah melalui dialog (Pamungkas
2017).

METODE PENELITIAN
Tulisan ini didasarkan pada data-
data yang didapatkan dari serangkaian riset

yang peneliti lakukan selama sepuluh tahun
(2012-2022) di Papua. Serangkaian riset

tersebut  mencakup  riset  tentang
keagamaan, pengelolaan  keragaman,
perdamaian dan konflik di Jayapura,

Sentani, Tolikara dan Wamena. Data-data
yang diperoleh melalui wawancara
mendalam kepada sejumlah tokoh agama,
tokoh masyarakat dan pemerintah. Tokoh
NU di Papua menjadi informan kunci yang
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memberikan data terkait tema tulisan ini.

Dalam  beberapa  kesempatan
peneliti melakukan pengamatan secara
langsung dan terlibat, seperti dalam kasus
konflik Sentani, Tolikara dan Wamena.
Studi  dokumen  digunakan  untuk
melengkapi data-data yang diperoleh
melalui  wawancara dan  observasi.
Selanjutnya data-data disajikan secara
deskriptif  kritis dengan memadukan
pendekatan etik dan emik. Peneliti
menyajikan narasi berdasar native point of
view dan saat yang sama menganalisis
dengan researcher point of view.

PEMBAHASAN
NU sebagai Agen Islam Damai

NU merupakan organisasi Islam
terbesar di Indonesia dan sebagian kalangan
memprediksi NU sebagai organisasi Islam
terbesar di dunia. NU dikenal sebagai
kelompok Islam dengan wajah Islam yang
pluralis, toleran dan beradab. Pandangan ini
disampaikan oleh beberapa peneliti asing di
antaranya Greg Barton (2002) dan Robert
W. Hefner (2000). Alfred C. Stepan (2000)
menyebut NU sebagai “tulang punggung”
toleransi pada masyarakat sipil, sedangkan
Jeremy Menchik (2014) menyebut NU
sebagai  kelompok yang membela
kebebasan beragama. Menchik (2016) juga
menyebut NU sebagai pilar demokrasi
Islam di Indonesia. Meski demikian, harus
diakui pula bahwa gagasan mengenai Islam
toleran yang diusung NU belum tentu
diterima dan dijalankan oleh semua
anggotanya, hal inilah yang dikritik oleh
Mietzner dsn Muhtadi (2020) sebagai
“myth of pluralism”. Namun kritikan
tersebut tidak menegasi signifikansi peran
NU sebagai ikon umat Islam Indonesia
yang menampilkan wajah Islam yang
toleran dan damai, mengusung semangat
nasionalisme dan di saat yang sama
bersikap akomodatif terhadap lokalitas.

Sebagai kelompok Islam terbesar
sekaligus representasi Islam tradisional
khas Indonesia, tentunya NU mempunyai
posisi strategis dalam mempromosikan
perdamaian melalui pesan Islam damai,
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khususnya dalam konteks keindonesiaan.
Komitmen NU pada Islam keindonesiaan
diwujudkan dengan mencanangkan Islam
Nusantara sebagai “branding’’nya. Melalui
gagasan Islam Nusantara, NU tidak saja
menegaskan haluan ideologi keislamannya,
lebih dari itu NU menegaskan sebuah
formula konsep Islam yang damai dan
toleran. Islam Nusantara merupakan
manifestasi wajah keislaman NU yang di
antara tujuannya adalah untuk mewujudkan
perdamaian (Munfaridah 2017). Melalui
pilihan ini, NU hendak melanjutkan jalan
sejarah Islam yang masuk di Indonesia
dengan jalan damai dengan membuktikan
kehadirannya sebagai pembawa misi Islam
damai, karena sejatinya Islam adalah agama
damai (Bilfagih 2016).

Misi  Islam  damai  dengan
menampilkan wajah Islam yang toleran,
santun dan akomodatif inilah yang juga di
bawa ke Papua. NU di Papua konsisten
mengusung Islam rahmatan lil alamin
dalam pengertian Islam yang moderat,
berakulturasi dengan kultur lokal serta
mengedepankan dialog dalam memahami
dan menjembatani perbedaan (Pamungkas
2016). Pendekatan dialog ini sinergis
dengan program PTD yang menjadikan
dialog sebagai satu-satunya cara dalam
menyelesaikan permasalahan yang terjadi
Papua. Oleh karena itu, NU melalui tokoh-
tokohnya terlibat aktif dalam membangun
dialog mengenai persoalan keagamaan,
budaya, ekonomi, politik serta berbagai
persoalan lainnya yang dihadapi oleh
masyarakat Papua. Dialog yang dimaksud
adalah untuk menyentuh pikiran dan hati
orang Papua, sehingga dapat bersatu dalam
visi dan tekad untuk membangun Papua
(Dr. Toni Wanggai, Ketua PWNU Papua,
wawancara 21/07/2022 di Jayapura)

Menurut Dr. Toni  Wanggai
Mudahnya NU membangun pendekatan
dan dialog dengan elemen masyarakat
Papua lainnya tak lepas dari pengaruh citra
Gus Dur pada masyarakat Papua sangat
kuat. Figuritas Gus Dur membuat NU
sangat mudah diterima oleh semua
kalangan di Papua. Mengenai hal ini, Toni
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Wanggai menuturkan;’
“Citra Gus Dur sebagai bapak
bangsa, sangat kuat dalam
memori umumnya orang Papua.
Orang Papua sangat
mengapresiasi peran dan jasa
Gus Dur kepada  Papua.
Misalnya dengan mengizinkan
penggantian nama Irian menjadi
Papua, serta pendekatan Gus
Dur kepada rakyat Papua,
terutama saat beliau menjabat
presiden sangat berkesan. Hal
inilah yang menjadi kekuatan
besar bagi NU di Papua
sehingga dapat diterima oleh
semua kalangan. Berkat kiprah
dan jasa Gus Dur, NU diterima
sebagai Islam yang damai dan
toleran, sehingga sangat mudah
bagi NU di Papua untuk menjalin

komunikasi  dan  kerjasama
dengan  kelompok mayoritas
masyarakat Papua yang

beragama Kristen.”

Sosok Gus Dur dicitrakan sebagai
sosok bapak yang sangat mengayomi anak-
anaknya yang beragam, terutama Papua
yang berbeda secara agama dan ras dengan
mayoritas penduduk Indonesia. Penerimaan
terhadap NU oleh OAP yang dominan
Kristen, karena citra sosok Gus Dur. Citra
tersebut tak lepas dari kiprah dan peran Gus
Dur bukan hanya dalam melakukan
pendekatan terhadap Papua, lebih luas lagi
yaitu karena dedikasi Gus Dur dalam
merawat dan mengayomi keragaman. Gus
Dur adalah sosok humanis yang berhasil
membawa pesan universal Islam yang
humanis saat membangun pendekatan dan
dialog dengan kelompok agama lain (Aqil
2020).

Sebagai bapak bangsa, Gus Dur
adalah sosok pengusung pluralisme yang
berupaya menanamkan kesadaran akan
pentingnya sikap saling menerima dalam
keragaman (Setiawan 2017). Visi dan misi
pluralisme Gus Dur sangat berkesan bagi
masyarakat Papua, terlebih ketika Gus Dur
membuktikan komitmennya tersebut saat
menjabat sebagai presiden. Hal yang tak
bisa dilupakan oleh masyarakat Papua
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adalah ketika Gus Dur mengizinkan
perubahan nama Irian menjadi Papua.
Sosok Gus Dur dalam perspektif orang
Papua adalah “Gus Dur Katong pu bapa”
(Gus Dur adalah bapak kita).

Pendekatan humanis dan pluralis
yang dilakukan oleh Gus Dur saat menjabat
sebagai presiden sangat menyentuh lubuk
hati masyarakat Papua. Pada 1 Januari
2000, sebagai presiden Gus Dur secara
terbuka menyatakan permohonan maaf
terhadap rakyat Papua atas pelanggaran
HAM, mengubah nama Irian menjadi
Papua, mengizinkan pengibaran bendera
bintang kejora dan kebijakan lainnya yang
berhasil merangkul hati masyarakat Papua.
Gus Dur sangat memahami kegelisahan
yang telah lama dirasakan oleh masyarakat
Papua,  karena  itulah di  masa
kepemimpinannya Gus Dur berhasil
meredam konflik antara pro dan kontra
Papua merdeka, lebih dari itu Gus Dur
bahkan berhasil meredam konflik antar
agama dan berhasil membangun hubungan
yang erat antarkelompok agama di Papua
(Hakim dan Anjani 2022).

Kiprah dan jasa Gus Dur sangat
memengaruhi citra Islam dalam imaji
masyarakat Papua. Hal inilah yang diwarisi
oleh NU di Papua yang kemudian
melanjutkan misi dan perjuangan Gus Dur
dalam membawa misi Islam damai di
Papua. Tantangannya adalah keberadaan
kelompok radikal Islam yang bahkan telah
masuk ke Papua dengan menampilkan
kesan dan citra Islam yang tak ramah.
Namun, kesan tentang keislaman yang
damai dari Gus Dur berhasil menjadi
penetral atas kesan radikal dari beberapa
kelompok Islam trans-nasional. Hal ini
diakui oleh Pdt. Albert Yoku, mantan ketua
SInode = GKI  Papua  (wawancara,
16/03/2018 di Sentani), NU adalah
kelompok Islam yang paling bisa diterima
oleh masyarakat Papua dan hal tersebut tak
lepas dari peran besar dari sosok Gus Dur.

Misi membawa NU sebagai agen
Islam damai di Papua tak terlepas dari profil
tokoh NU yang berdarah Papua, di
antaranya adalah Toni Wanggai, Thaha
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Alhamid. dan beberapa tokoh lainnya. NU
pertama kali mulai masuk dan berkembang
di Papua pada 1965, melalui daerah Fak-fak
yang notabene daerah dengan populasi
Muslim asli Papua yang cukup banyak.
Masuknya Muslim pendatang dari Sulawesi
semakin memperkuat gerakan NU,
terutama melalui gerakan sayapnya, yakni
Gerakan Pemuda Anshor. NU berkembang
di Jayapura dan membangun Masjid Jami
yang kemudian menjadi pusat pergerakan
Pemuda Anshor (Wanggai 2009). Pada
2010, Dr. Toni Wanggai, putra Papua
berdarah Serui terpilih sebagai ketua
PWNU Papua, sedangkan PC NU Kota
Jayapura diketuai oleh Abdul Kahar
Yelipele, putra asli Papua dari Walesi,
Jayawijaya. Thaha Al-Hamid yang juga
putra berdarah Papua asal Fak-fak
merupakan tokoh NU yang aktif sebagai
sekretaris Presidium Dewan Papua. Tokoh
muda NU asli Papua lainnya, yaitu Fadhal
Alhamid yang aktif di Majelis Muslim
Papua (MMP) serta Abu Hanifah Asso yang
saat ini menjadi anggota DPRD Provinsi
Papua.

Tokoh-tokoh NU asli  Papua
tersebut bersinergi dengan tokoh NU dari
kalangan pendatang untuk menebarkan
misi Islam sebagai agama damai, sehingga
kehadiran Islam dapat diterima oleh
kalangan masyarakat Papua secara umum
sebagai bagian yang tak terpisahkan dari
masyarakat Papua. Eksistensi Islam sebagai
agama yang juga dianut oleh OAP diakui
dengan diafirmasinya perwakilan Muslim
Papua sebagai anggota Majelis Rakyat
Papua (MRP) pada Kelompok Kerja
(Pokja) Agama. Saat ini wakil Muslim
Papua yang menjadi anggota MRP adalah
Dr. Toni Wanggai. Menurut Toni Wanggai,
dia berjuang untuk memperkenalkan nilai
Islam rahmatan lil alamin di Papua melalui
jalur kultur dan struktur yang keduanya
direpresentasikan melalui MRP. MRP
adalah lembaga politik formal yang
menjadi perwakilan OAP dan memiliki
kewenangan dalam hal perlindungan hak-
hak OAP dengan berlandas penghormatan
pada adat Papua, pemberdayaan perempuan
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asli Papua serta pemeliharaan KUB
(Priyani 2019). Melalui MRP, khususnya
pada Pokja Agama, Toni Wanggai
menjalankan tugas dan kewenangan
berkenaan dengan menjaga relasi antar
umat beragama di Papua demi mewujudkan
Papua sebagai tanah damai. Berkenaan
dengan hal tersebut Toni Wanggai
menuturkan;

“Sebenarnya tugas saya cukup
berat, namun ini adalah amanah.
Saya adalah satu-satunya wakil
Muslim asli Papua dari 17
anggota Pokja Agama.
Keterwakilan Muslim hanya satu
orang karena populasi Muslim
asli Papua yang bermukim di
Provinsi Papua memang
minoritas,  anggota  lainnya
empat orang dari perwakilan
Katolik dan 12 orang orang
perwakilan gereja-gereja Kristen
Protestan. Seorang diri sebagai
wakil Muslim asli Papua di MRP,
tantangan  sekaligus  tugas
terberat saya adalah berhadapan
dengan stigma tentang Islam
sebagai bukan agama orang
Papua. Padahal menurut
sejarah, Islam adalah agama
vang lebih dahulu masuk di
Papua sekitar abad XV, jauh
lebih dahulu dari Kristen yang
pertama kali masuk di Papua
pada 1856. Bahkan sejarah
tentang kedatangan dua
misionaris Kristen yang pertama
membawa Injil masuk Papua
diantar oleh utusan Kesultanan
Tidore.  Sejak  awal pada
dasarnya Islam telah
menunjukkan keramahan dan
kedamaiannya di Papua. Hal
inilah yang berulang-ulang saya
tekankan dan pahamkan kepada
sebagian OAP yang masih alergi
dengan Islam. Tentu ini bukan
tugas yang mudah, untungnya
posisi saya sebagai ketua PWNU
Papua cukup membantu hal
tersebut, karena orang papua
mengidentikkan NU dengan Gus
Dur dan pada sosok Gus Dur,
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orang Papua sangat hormat”
(Wawancara, 9 Maret 2018, di

Abepura).

Tokoh lainnya, yaitu Thaha
Alhamid yang aktif dalam Presidium
Dewan  Papua  sebagai sekretaris
menuturkan;

“Keberadaan dan keaktifan saya
di Presidium Dewan Papua
diantaranya untuk menunjukkan
bahwa OAP Muslim juga punya

komitmen ke-Papua-an sama
dengan  OAP  yang  lain.
Perjuangan membebaskan

rakyat Papua dari kemiskinan,
keterbelakangan dan kebodohan
merupakan tugas bersama tanpa
memandang agama. Oleh karena
itu, saya sebagai OAP Muslim
melalui  presidium  tersebut
membangun relasi yang baik
dengan segenap tokoh-tokoh
Kristen Papua lintas denominasi.
Sekadar untuk  menunjukkan
bahwa Islam-Kristen itu
saudara, moyang orang Papua
tidak pernah mengajarkan saling
membunuh karena perbedaan
agama. Perjuangan  yang
sesungguhnya adalah
memperjuangkan taraf hidup,
kesejahteraan dan  kemajuan
OAP apapun agamanya. Tokoh-
tokoh Papua mengenal saya
sebagai orang NU, karena itu
membuat saya lebih mudah
membangun  komunikasi dan
kerjasama  dengan  mereka.
Karenanya tak sulit
mengenalkan  Islam  dengan
corak yang damai, karena
mereka mengenal NU adalah
sosok Gus Dur, sosok bapak
pluralisme yang diterima oleh
segenap masyarakat asli Papua
(Wawancara, 27 Maret 2017, di
Jayapura).

Sebagian masyarakat asli Papua
yang beragama Islam adalah masyarakat
asli yang bermukim di sekitar Lembah
Baliem Kabupaten Jayawijaya. Islam
amsuk ke wilayah ini sekitar dekade 1960-
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an tak lama setelah misionaris membangun
pos penginjilan di kawasan tersebut. Pada
awal masuknya kedua agama tersebut pada
era Orde Baru sempat terjadi ketegangan
akibat gejolak politik yang terjadi Papua,
khususnya di wilayah pegunungan. Muslim
asli Papua pegunungan perlahan tapi pasti
berupaya membangun hubungan baik dan
rekonsiliasi  dengan  OAP  lainnya.
Pendekatan yang dilakukan adalah dialog
kebudayaan serta bersinergi dengan
masyarakat Muslim pendatang dalam
upaya membumikan visi Islam rahmatan lil
alamin selaku agama damai, khususnya di
Papua. Mengenai hal tersebut, Abu Hanifah
Asso (Wawancara, 16 Februari 2016, di
Walesi) menuturkan;

“Kami warga Muslim asli
Jayawijaya memosisikan  diri
sebagai  kaum  Anshar dan

saudara Muslim pendatang dari
Sulawesi, Jawa dan lainnya
sebagai kaum Muhajirin.
Sebagai kaum Anshar kami
dengan tangan terbuka
menyambut kedatangan
saudara-saudara  kami  yang
berhijrah ke sini untuk bersama
membangun penghidupan yang
lebih  baik dan memelihara
kedamaian tanah Papua. Oleh
karena itu, pendekatan dialog
dan kebudayaan kami sangat

tekankan agar kami selaku
Muslim baik masyarakat asli
maupun  pendatang  dapat

diterima oleh masyarakat Papua.
Tugas ini tentunya tidak mudah,
melalui PC NU Kabupaten
Jayawijaya  bersama  ormas
Islam lainnya seperti YAPIS dan
Muhammadiyah, kami bersinergi
untuk mewujudkan hal tersebut”.

Keberhasilan NU sebagai agen
Islam di Papua yang diperjuangkan melalui
tokoh-tokohnya, khususnya yang berasal
dari OAP dalam pandangan penulis
merupakan salah satu variabel yang
menjaga kondusivitas Papua sejatinya
sangat  rentan  konflik. = Persoalan
kesenjangan ekonomi dan gejolak politik
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adalah variabel yang sangat rentan
memantik konflik yang sesekali membawa
isu agama. Namun, dengan keberadaan NU
sebagai agen Islam damai, menjadikan NU
sebagai salah satu katup kohesi yang
merekatkan perbedaan melalui pendekatan
dialog dan kebudayaan. NU merupakan
salah satu pilar penting dalam mewujudkan
PTD melalui kiprah tokoh-tokohnya yang
memperkenalkan wajah Islam damai
kepada masyarakat Papua.

Peran Aktif dalam Membangun
Harmoni KUB
Peran penting sebagai agen

perdamaian adalah dengan komitmen
membangun harmoni KUB. Masyarakat
Papua adalah masyarakat yang plural baik
dari segi etnik dan agama, karena itu
kerentanan konflik sosial dan agama sangat
besar, terlebih dengan adanya kesenjangan
ekonomi dan gejolak politik. Bagi
masyarakat Papua (OAP maupun non
OAP), KUB umumnya secara kultural telah
tertanam di dalam batin masyarakat. Fakta
ini terlihat melalui sikap ekspresif yang
ditunjukkan dengan aksi saling menjaga,
mendukung dan bekerja sama
antarkelompok agama (Sabara dan Kodina
2020).

Hal yang jamak terjadi saat Idulfitri
umat Kristiani menjaga saudara mereka
yang sedang melaksanakan Salat Idulfitri.
Demikian halnya saat Natal, umat Islam
terlibat aktif menjaga kondusivitas demi
ketenangan dan kenyamanan saudara-
saudara mereka yang merayakan Natal.
Tradisi “pegang tangan” atau silaturahmi
adalah budaya yang dilakukan saat Natal
maupun Idulfitri. Kuatnya KUB meski
dalam ancaman dan bayang-bayang
kerentanan konflik disebabkan kuatnya
semangat  komunal. @ Hal  tersebut
menjadikan KUB terbangun didasarkan
pada saling penerimaan dan pengakuan.
Karena hal tersebut, walaupun rentan
potensi konflik di Papua, namun tak sampai
membawa isu agama untuk diembuskan
secara dominan,

Sinergi

antarelemen dalam
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masyarakat yang menjadi penopang “tiga
tungku satu batu”, yaitu adat, agama dan
pemerintah merupakan kata kunci dari
terciptanya KUB di  Papua. Fakta
kondusivitas KUB di Papua ditunjukkan
dengan tingginya angka indeks KUB yang
diraih oleh Provinsi Papua setiap tahunnya,
demikian pula dengan pemberian Harmony
Award kepada Kota Jayapura dan
ditetapkannya Kabupaten Jayapura sebagai
Zona Integritas Kerukunan. Sinergi
antarelemen masyarakat dalam
pemeliharaan KUB terwujud dengan
mengedepankan pendekatan dialog. Ketika
terjadi ketegangan yang membawa isu
agama yang potensial memicu konflik,
berbagai elemen masyarakat segara
melakukan dialog untuk mendapatkan
solusi  bagi  penyelesaian  masalah.
Sinergitas semua elemen masyarakat di
Papua ini menunjukkan sehat dan aktifnya
kelompok masyarakat sipil dalam menjaga
dan merawat harmoni KUB di Papua dalam
bingkai PTD sebagai common platform.

Kata toleransi mungkin tak cukup
untuk menggambarkan harmoni KUB di
Papua Afwan, (2015), khususnya ketika
menggambarkan relasi harmonis dan best
practice hubungan Muslim-Kristen
(termasuk Katolik) Gambaran mengenai
relasi antarumat beragama pada masyarakat
Papua lebih tepat jika direpresentasikan
melalui istilah  “pengakuan”. Elemen
masyarakat, khususnya kelompok agama
menjadi pilar dan katup kohesi yang
memungkinkan terjadinya sikap saling
pengakuan eksistensi satu sama lain dalam
perbedaan. Pada ranah inilah NU sebagai
ormas Islam terbesar di Papua menorehkan
peran  strategisnya. Thaha  Alhamid
mengungkapkan, umumnya masyarakat
Muslim Papua baik OAP maupun
pendatang secara tradisi adalah nahdiiyin.
Terwujudnya kondusivitas KUB di Papua
tak terlepas dari peran warga nahdiiyin
yang pro aktif menjalin hubungan baik
dengan penganut agama lain.

Peran penting NU sebagai agen
perdamaian  adalah  dengan  upaya
membangun  harmoni KUB  melalui
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pendekatan dialog dengan segenap elemen
masyarakat Papua yang beragama lain.
Abdul Kahar Yelipele, selaku Ketua PC NU
Kota Jayapura (wawancara, 17/03/2018 di
Jayapura) mengungkapkan perspektif dan
sikap NU terhadap penganut agama lain
didasarkan pada prinsip fasamuh, tawasuth
dan itidal. Berdasarkan ketiga prinsip
tersebut, warga nahdliyin terutama tokoh-
tokohnya  bersikap  terbuka  dalam
membangun dialog dan kerjasama yang
aktif melalui pendekatan sosial dan budaya
kepada semua penganut agama di Papua.
Pekspektif serta sikap keislaman yang
moderat tersebut membuat NU diterima
oleh pihak gereja dalam membangun
kerjasama dan dialog guna membangun dan
merawat harmoni KUB di Papua.

Semenjak  awal, NU telah
menunjukkan perhatian dan perannya bagi
kemajuan masyarakat Papua, di antaranya
dengan ikut serta mendirikan Yayasan
Pendidikan Islam (YAPIS) pada 15
Desember 1968 di Jayapura yang saat itu
bernama Soekarnopura. Pendirian YAPIS
ditujukan membangun Papua melalui jalur
pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan,
YAPIS telah merambah pada semua jenjang
mulai dari PAUD hingga universitas. Meski
membawa nama Islam, YAPIS memilih
jalan inklusif ~ dengan menerima
siswa/mahasiswa, tenaga pengajar bahkan
pegawai yang berasal dari non muslim
(Sabara dan Kodina 2020).

Perguruan YAPIS yang ada di
Wamena  misalnya  sebagian  besar
siswa/mahasiswanya adalah OAP yang
beragama Kristen. Karena sikap yang
inklusif dan moderat inilah menurut Aziz
Bauw (pengurus YAPIS yang juga OAP
Muslim asal  Fak-fak, @ wawancara,
16/03/2018) membuat YAPIS tak cuma
menjadi milik umat Muslim saja, namun
YAPIS adalah milik semua masyarakat
Papua.

Menjadi agen perdamaian melalui
peran aktif dalam memelihara kondusivitas
KUB di Papua ditunjukkan melalui praktik
nyata oleh warga dan tokoh NU. Setiap
tahunnya, NU melalui Gerakan Pemuda
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Anshor aktif terlibat dalam pengamanan
peringatan Natal. Pemuda NU dari Anshor
bersama  pemuda  Muslim  lainnya
melakukan pengamanan gereja pada saat
malam dan hari Natal. Hal ini dilakukan
selain untuk menunjukkan komitmen pada
pemeliharaan harmoni KUB juga dalam
rangka membantu kekhusyukan umat
Kristiani saat beribadah dan merayakan
Natal. Saat acara Natal bersama berupa
open house yang diadakan oleh gereja baik
Katolik maupun Kristen, tokoh-tokoh NU
selalu diundang dan menyempatkan hadir
pada acara tersebut. Warga dan tokoh
nahdiiyin mendatangi rumah tetangga,
kerabat dan kolega mereka yang merayakan
Natal atau dalam istilah lokal disebut “baku
peta” atau “pegang tangan”. Penulis
menyaksikan dan mengalami sendiri tradisi
“baku peta” saat berkesempatan hadir di
Jayapura saat Hari Natal pada 2013 dan
2014. Umat Muslim datang bersilaturahmi
untuk mengucapkan selamat kepada umat
Kristiani yang sedang merayakan Natal.
Umat Muslim yang kebanyakan pedagang
pada hari Natal menutup dagangannya demi
melakukan “baku peta”.

Toni Wanggai dalam kapasitas
sebagai Ketua PWNU Papua kerap diminta
memberi sambutan pada acara Natal
bersama yang diadakan oleh persekutuan
gereja atau denominasi gereja tertentu.
Menurut Toni Wanggai, saat memberi
sambutan dia memberikan penjelasan
mengenai konsep toleransi dalam ajaran
Islam dan menjelaskan Islam sebagai
agama damai. Selain itu, Toni Wanggai juga
menyinggung tentang perspektif Islam
yang mengagungkan Isa atau Yesus sebagai
manusia suci yang wajib diimani oleh umat
Islam.  Tokoh-tokoh  Kristen sangat
mengapresiasi sambutan yang disampaikan
oleh Toni Wanggai dan memberikan
pemahaman kepada mereka mengenai
wajah Islam yang moderat, dalam hal ini
direpresentasikan oleh NU. Pendeta Albert
Yoku (Mantan Ketua Sinode GKI,
wawancara 28 Maret 2017, di Sentani)
mengungkapkan apresiasi tersebut;

“Hubungan saya dan Pak Toni
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Wanggai sudah seperti saudara,
dia sudah saya anggap seperti
adik saya. Ketika Ildulfitri saya
datang ke dia dan saat Natal dia
juga datang ke saya. Saat Natal
bersama yang diadakan oleh
GKI, Pak Toni  diminta
memberikan sambutan selaku
tokoh Islam. Luar biasa isi
sambutan Pak Toni benar-benar
menyejukkan dan memahamkan
kami semua mengenai apa Islam
yang sebenarnya. Kepentingan
saya meminta beliau untuk
memberi sambutan dalam acara
Natal bersama tersebut adalah
untuk  menunjukkan  kepada
jemaat GKI yang beberapa
masih stereotipe terhadap Islam,
bahwa Islam sebenarnya tidak
sebagaimana  yang  mereka
tuduhkan. Pak Toni berhasil
memenuhi aspirasi saya tersebut,
dengan gayanya yang humoris,
Pak Toni memberikan sambutan

yang sangat berkesan bagi

kami”.

Peran aktif dalam memelihara
harmoni KUB melalui  pendekatan

kebudayaan juga dilakukan oleh OAP
Muslim  di = Wamena.  Masyarakat
Pegunungan Tengah memiliki tradisi
“bakar batu” yaitu tradisi pesta atau makan
bersama dalam rangka sebuah hajatan atau
sebagai media penyelesaian permasalahan
dan konflik. Tradisi bakar batu juga
menjadi momen yang mengeratkan dan
mengakrabkan masyarakat yang
sebelumnya sempat berkonflik (Jiharudin
dan Mustofa 2022). Bakar batu merupakan
cara memasak makanan mentah berupa
hasil bumi dan ternak (biasanya babi) yang
dibakar dengan batu hingga matang.
Tradisi ini merupakan warisan
kearifan ~ lokal = masyarakat  Papua
pegunungan yang telah berlangsung turun-
temurun.  Masyarakat ~ Muslim  di
pegunungan, terutama OAP Muslim yang
berasal dari kalangan nahdliyin menjadikan
momen acara bakar batu tersebut sebagai
momen budaya untuk menjalin silaturahmi
dan mempererat persaudaraan kepada
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sesama warga Papua. Pilihan akomodatif
terhadap  kebudayaan  lokal  yang
merupakan khas NU, membuat warga
nahdliyin di Pegunungan Tengah tetap
melestarikan tradisi tersebut. Umat Kristen
paham betul mengenai keharaman babi bagi
umat Muslim, maka pada momen bakar
batu tersebut untuk umat Islam, ternak babi
diganti dengan ayam dan kambing. Acara
bakar batu menjadi salah satu momen
kebudayaan yang memberi kontribusi
positif dalam merawat silaturahmi dan
menjaga harmoni KUB pada umat
beragama di Pegunungan Tengah.

Peran dalam Rekonsiliasi dan Restorasi
Konflik

Kompleksnya permasalahan sosial
memicu tingginya kerentanan konflik
horizontal. Sesekali peta konflik merembet
membawa isu agama sehingga terkesan
terjadi konflik sosial bernuansa agama.
Walau sejatinya, agama dilibatkan sebagai
variabel konflik hanya pada level manifes.
Problem yang terjadi di  Papua
sesungguhnya jauh lebih  kompleks
dibandingkan sekadar problem keagamaan
ataupun persoalan hubungan antar umat
beragama (Juditha 2016).

Agama menjadi isu yang seksi
dalam menyulut konflik dikarenakan
konstruksi  sosio-demografis penduduk
Papua yang multi ras dan multiagama.
Kesenjangan ekonomi penduduk Muslim
dengan Kristen yang dipandang mewakili
(umumnya) OAP serta (umumnya)
penduduk pendatang. Secara politik,
terkhusus pada kelompok OAP yang pro
kemerdekaan, Islam kerap diidentikkan dan
dikaitkan dengan NKRi serta Kristen
diatribusi sebagai identitas Papua. Bila
merujuk  kepada  konstruksi  sosio-
demografis serta wacana yang berupaya
menggiring disparitas keagamaan
masyarakat, khususnya antara OAP dan
pendatang. Maka, akan disimpulkan bahwa
problem agama amat sensitif serta sangat
rentan sebagai pemicu dan pemantik
konflik sosial. Namun, pada faktanya
intensitas konflik sosial bernuansa agama
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yang  terjadi  tidak
dikhawatirkan.

Beberapa kali peristiwa konflik
sosial bernuansa agama terjadi di beberapa
daerah di Papua. Peristiwa konflik tersebut
cukup mengganggu dan menjadi catatan
bagi fakta harmoni KUB. Konflik tersebut
untuk beberapa saat memicu kerenggangan
jarak sosial antar umat beragama, meski
eskalasi serta durasinya dapat diatasi dan
dibatasi. Prof. Partino (Ketua PW
Muhammadiyah Papua, Wawancara 18
Maret 2018, di Abepura) menyatakan KUB
di Papua sangat kondusif. Namun, tidak
dapat dipungkiri ada beberapa kejadian
yang meski bersifat kasuistik dan insidentil
tapi mengindikasikan masih adanya
problem terkait KUB di Papua yang dapat
mengancam harmoni antar umat beragama.

Pemberitaan mengenai diskriminasi
umat beragama dalam skala nasional kerap
memengaruhi  relasi KUB. Misalnya
pemberitaan  mengenai  pembangunan
gereja di daerah lain yang mendapatkan
hambatan atau pelarangan. Pemberitaan
tersebut kerap menjadi dalih sebagian
kalangan OAP Kristen untuk melakukan
penolakan atas pembangunan masjid.
Kasus-kasus pembangunan rumah ibadat,
khususnya masjid, beberapa kali memantik
ketegangan antar umat, walaupun hal
tersebut tak selalu hadir dalam bentuk
manifes konflik.

Kejadian yang sempat viral adalah
ketika terjadi upaya penolakan terhadap
renovasi dan pembangunan menara Masjid
Agung al-Agsha Kabupaten Jayapura di
Sentani. Peristiwa tersebut terjadi pada
Maret 2018 saat penulis sedang berada di
Jayapura. Persekutuan Gereja-gereja di
Jayapura (PGGJ) mengeluarkan beberapa
poin petisi yang di antaranya menolak
pembangunan menara masjid tersebut.
Berita  penolakan tersebut  menjadi
pemberitaan yang cukup viral serta
mengesankan telah terjadi ketegangan antar
umat beragama di Kabupaten Jayapura,
padahal setahun sebelumnya Kabupaten
Jayapura dicanangkan menjadi Zona
Integritas Kerukunan. Penolakan

seperti  yang
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pembangunan (renovasi) masjid agung
kabupaten juga terjadi pada Maret 2016 di
Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Suara
penolakan berasal dari Persekutuan Gereja-
gereja Jayawijaya yang mengeluarkan
beberapa poin petisi. Beberapa saat setelah
kejadian tersebut, penulis ke Wamena untuk
melakukan  fact  finding. Penulis
menemukan juga beberapa kasus terkait
penolakan pembangunan masjid, utamanya
pada wilayah Papua Pegunungan. Kasus-
kasus tersebut cukup ~memengaruhi
harmoni KUB, namun wacana penolakan
tak sampai termanifes menjadi konflik
horizontal.

Penulis pernah melakukan fact
finding pada kedua kasus tersebut dan
mendapati adanya problem politik simbol.
Pembangunan masjid yang berada di
tempat strategis dan terkesan mewah
ditengarai “mengaburkan” atribusi Papua
selaku daerah mayoritas Kristen. Hal ini
tentu tidak menjadi representasi suara dan
aspirasi umat Kristiani di Papua. Namun,
sebagian oknum menggunakan isu tersebut
sebagai isu populis guna memperoleh
dukungan masyarakat Kristen Papua,
khususnya OAP. Klaim Papua selaku
“Tanah Injil” merupakan klaim yang selalu
digulirkan oleh sebagian pihak menjadi isu
politik yang populis di kalangan umat
Kristiani. Karena Papua selaku Tanah Injil,
dijadikan  alasan  untuk = melarang
pembangunan masjid, melarang suara azan
hingga melarang penggunaan jilbab oleh
Muslimabh. Penulis mendapatkan
pernyataan provokatif tersebut melalui
selebaran ketika melakukan fact finding di
Tolikara (2015). Hal yang sama juga terjadi
pada kasus penolakan Masjid Agung di
Wamena dan Sentani. Seruan dan provokasi
tersebut tidak mendapat respons yang
berarti oleh umumnya umat Kristiani di
Papua, karena itulah eksesnya tidak luas.

Konflik yang merembet pada isu
agama yang sempat termanifes adalah pada
17 Juli 2015 yang bertepatan dengan
peringatan Idulfitri yang kemudian dikenal
dengan peristiwa “Idulfitri Berdarah”.
Pemantik konflik terjadi saat
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diselenggarakannya KKR (Kebangunan
Kebangkitan Rohani) oleh Pemuda GIDI
(Gereja Injili di Indonesia). Kegiatan
tersebut cukup kolosal dengan
mendatangkan ribuan peserta termasuk dari
mancanegara. Sebelum kegiatan tersebut,
GIDI mengeluarkan surat edaran yang
melarang pelaksanaan Salat Idulfitri di
Tolikara.

Akibatnya, saat Salat Idulfitri yang
dilaksanakan di lapangan Koramil, Distrik
Karubaga mendapat serangan dari sejumlah
pemuda GIDI. Salat Idulfitri kemudian
dihentikan yang kemudian merembet pada
kerusuhan massal yang efeknya terjadi
pembakaran rumah-kios milik warga
pendatang, jilatan api kemudian merembet
dan membakar Masjid Al-Muttaqien.
Kerusuhan tersebut membawa korban satu
orang tewas serta tiga lainnya terluka.
Ekses konflik tersebut sempat memantik
respons yang menimbulkan gejolak dan
riak kecil di daerah lain(Rosyid 2017).
Konflik Tolikara berhasil dibatasi durasi
dan eskalasinya dan akhirnya berhasil
diatasi. Situasi KUB kembali kondusif,
masjid yang ikut terbakar kini telah
dibangun kembali dengan bangunan yang
lebih besar dari sebelumnya.

Ketegangan bernuansa agama juga
sempat terjadi beberapa kali di wilayah
Kota Jayapura. Pada 25 Mei 2017 beredar
isu pembakaran Alkitab oleh oknum TNI
yang baru saja pindah tugas di Jayapura. Isu
tersebut sempat memancing sejumlah
massa untuk melakukan demonstrasi di
sekitar wilayah Abepura. Suasana nyaris
tidak terkendali akibat kemarahan massa
namun tindakan cepat aparat, pemerintah
dan tokoh masyarakat berhasil meredam
ekses dari aksi massa tersebut, sehingga
eskalasinya dapat dibatasi. Kasus lainnya
yang memicu ketegangan harmoni KUB
berkenaan dengan aktivitas kelompok
Laskar Jihad pimpinan Jafar Umar Thalib
(JUT) di daerah Muara Tami, Kota
Jayapura pada Desember 2016 (Sabara dan
Kodina 2020). Aktivitas kelompok Laskar
Jihad yang semakin masif beberapa kali
berujung konflik dengan warga sekitar yang
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beragama Kristen. Rentetan kejadian
tersebut menyebabkan terjadinya aksi
massa yang menuntut pengusiran kelompok
Laskar Jihad dari Papua.

Kondusivitas KUB di Papua dapat
terjaga, meski beberapa kali terjadi
ketegangan dan kerenggangan hubungan
antar umat beragama. Kondisi ini
disebabkan sinergitas berbagai elemen
masyarakat termasuk tokoh agama. Peran
tokoh NU cukup besar dalam kerja-kerja
rekonsiliasi dan restorasi konflik. Penulis
menyaksikan langsung bagaimana kerja-
kerja rekonsiliasi dilakukan saat kasus
Tolikara, Wamena dan Sentani. Peran tokoh
NU baik di tingkat provinsi maupun tingkat
lokal cukup besar memengaruhi jalannya
proses rekonsiliasi dan restorasi.

Dalam kasus Idulfitri berdarah di
Tolikara, misalnya, Ketua PWNU, Dr. Toni
Wanggai beserta jajaran elit NU Papua
dengan cepat melakukan koordinasi lintas
sektoral melalui pendekatan struktur dan
kultur. Toni Wanggai beserta beberapa
tokoh NU aktif menghadiri pertemuan
untuk memediasi penyelesaian konflik
secara damai. PWNU  menginisiasi
dihadirkannya imam masjid di Tolikara
yang juga tokoh NU setempat, yaitu Ali
Mukhtar untuk datang ke Jayapura dan
bertemu pemangku kepentingan guna
membahas solusi rekonsiliasi konflik. Toni
Wanggai bersama pengurus NU lainnya
beserta Ali Mukhtar melakukan pertemuan
rutin dengan perwakilan GIDI di Jayapura

untuk mencari solusi melalui jalur
restorative justice.
Menurut Toni Wanggai, jalur

restorative justice ditempuh agar persoalan
Tolikara dapat direkonsiliasi secara tuntas
dan memuaskan semua pihak. Akhirnya
pilihan restorative_justice_yang menjadi
usulan NU diterima oleh semua pihak
sebagai jalan keluar dalam menyelesaikan
kasus konflik di Tolikara.

Akhirnya, 29 Juli 2015 menjadi
tanggal bersejarah, yaitu ketika kedua belah
pihak sepakat menandatangani perjanjian
perdamaian dan toleransi. Tujuh poin
disepakati; kedua belah pihak menyadari
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perlunya saling memaatkan dengan tulus;
setuju untuk membangun masjid baru;
menyepakati penyelesaian masalah dengan
menggunakan pendekatan budaya atau
adat; sepakat untuk melakukan pemantauan
rutin untuk toleransi dan pembangunan
perdamaian di masa depan di wilayah
tersebut. Singkatnya, poin-poin ini berakar
pada hubungan damai selama bertahun-
tahun antara kedua komunitas (Ridwan
2020). Terjadinya kesepakatan tersebut tak
lepas dari inisiasi tokoh NU yang
memainkan  peran  penting dengan
mempertemukan para pemimpin dari kedua
komunitas di kantor FKUB Papua, hasilnya
konflik Tolikara dapat direkonsiliasi hanya
12 hari setelah peristiwa sekaligus
disepakati restorasi pasca konflik di antara
kedua belah pihak.

Kehadiran JUT beserta kelompok
Laskar peran aktif NU melalui tokoh-
tokohnya juga terlihat saat terjadi kasus
penolakan pembangunan masjid agung di
Wamena dan Sentani. Sebagaimana kasus
Tolikara, tokoh NU Papua pro aktif
melakukan konsolidasi guna memediasi
dua belah pihak terkait kasus tersebut.
Ketegangan yang terjadi di Wamena saat
wacana penolakan pembangunan Masjid
Agung Wamena seketika dapat diredam
melalui peran aktif tokoh NU di Wamena,
baik yang berasal dari OAP maupun
pendatang. Pihak PWNU Papua aktif
melakukan komunikasi dengan pemerintah
setempat dan pihak gereja, sehingga
penyelesaian kasus tersebut dapat berjalan
dengan damai dan menemukan solusi yang
memuaskan kedua belah pihak. Demikian
halnya saat kasus Masjid Agung Sentani,
tokoh NU seperti Toni Wanggai dan Thaha
Alhamid proaktif melakukan kerja-kerja
mediasi dan rekonsiliasi. Secara intensif
penulis menghadiri dan menyaksikan
langsung beberapa pertemuan membahas
solusi kasus tersebut. Toni Wanggai selaku
Ketua PWNU Papua dan wakil Muslim
Papua di MRP masuk dalam tim mediasi
bersama unsur pemerintah, pihak PGGJ dan
panitia pembangunan masjid. Tim mediasi
akhirnya menemukan kata sepakat dan
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berhasil merumuskan poin-poin
perdamaian yang disahkan oleh bupati
Kabupaten Jayapura. Setelah
dirumuskannya poin-poin  perdamaian
tersebut,  problematika  pembangunan
menara Masjid Agung Sentani pun

dipandang telah selesai.

Jihad memicu masalah KUB tidak
hanya dengan penganut Kristen namun juga
internal Islam (Ridwan 2020). Peran NU
cukup besar dalam menangani problem
kehadiran Laskar jihad ini. Secara resmi
NU menyatakan dengan tegas menolak
kehadiran JUT bersama Laskar Jihad di
Papua. NU mengeluarkan pernyataan,
“Bagi umat Islam di Papua, pluralisme
sebuah keharusan dan telah menjadi
ketentuan Tuhan. Kami hidup dalam
banyak agama pada satu keluarga besar.
Rekam jejak JUT tidak mewakili Islam
yang damai. Pemimpin Muslim di Papua
telah berjuang untuk menunjukkan Islam
yang damai. Kami khawatir kedatangan
JUT akan mengganggu kerja-kerja kami
untuk membangun Tanah Papua yang
damai”. NU menjadi pihak yang proaktif
untuk mencari solusi atas permasalahan
kehadiran JUT di Papua. NU menginisiasi
rapat dengan MUI dan pemerintah, baik
pemerintah  Kota Jayapura maupun
pemerintah Provinsi Papua guna mencari
solusi untuk masalah ini. NU kemudian
mengeluarkan rekomendasi bahwa JUT
harus  keluar dari Tanah  Papua,
rekomendasi yang diterima oleh semua
pihak. Walhasil berkat sikap tegas dan
peran proaktif NU, keberadaan Laskar
Jihad yang sempat nyaris memicu konflik
antar agama berhasil diredam.

PENUTUP

Selaku agen Islam damai di Tanah
Papua, NU mengedepankan pendekatan
dialog guna memahami dan menjembatani
perbedaan. NU Papua melalui tokoh-
tokohnya aktif terlibat membangun dialogis
dan kerjasama lintas elemen dan sektor
mengenai persoalan keagamaan, budaya,
ekonomi, politik serta berbagai persoalan
lainnya yang dihadapi oleh masyarakat
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Papua. Pendekatan dialog yang dilakukan
ditujukan guna menyentuh hati dan pikiran
orang Papua, sehingga dapat bersatu dalam
visi dan tekad bersama untuk membangun
Papua sebagai tanah damai. Modal sosial
NU membangun pendekatan dan dialog
dengan elemen masyarakat Papua tak lepas
dari pengaruh citra Gus Dur yang cukup
baik di mata masyarakat Papua. Figuritas
Gus Dur membuat NU sangat mudah
diterima oleh semua kalangan di Papua,
sehingga sangat memuluskan kerja-kerja
NU sebagai agen Islam damai.

Sebagai agen Islam damai, NU
Papua aktif terlibat dalam menjaga,
merawat dan menguatkan harmoni KUB di
Papua, NU memainkan peran strategisnya
selaku elemen ormas Islam yang menjadi
pilar bagi harmoni KUB berdasarkan
kearifan  “tiga tungku satu batu”.
Pendekatan sosio-kultur digunakan sebagai
jalan membangun harmoni KUB tersebut,
diantaranya dengan terlibat aktif dalam
pengamanan Natal oleh Pemuda Anshor,
aktif menjalin silaturahmi lintas iman
terutama saat peringatan hari besar agama
lain. Tokoh NU selalu diundang dalam
peringatan Natal bersama dan diminta
untuk memberikan sambutan pada acara
tersebut. Pendekatan kebudayaan
digunakan oleh tokoh NU di pegunungan,
dalam merawat KUB, misalnya melalui
media tradisi “Bakar Batu” yang dijadikan
ajang silaturahmi antar sesama warga
Papua yang berbeda agama.
Kerentanan konflik sosial di Papua akibat
kompleksitas problematika sosial, ekonomi
maupun politik, sesekali membawa isu
agama sebagai narasi konflik. Beberapa
kali isu agama terbawa dan menjadi konflik
sosial bernuansa agama, meski tak selalu
terwujud dalam manifes konflik, namun
cukup mengganggu kelangsungan harmoni
KUB di Papua. Sebagai ormas Islam
terbesar, NU di Papua terlibat aktif dalam
upaya mediasi, rekonsiliasi dan restorasi
konflik bernuansa agama yang sempat
beberapa kali terjadi. Dr. Toni Wanggai
selaku Ketua PWNU Papua beserta
jajarannya aktif terlibat dalam mediasi,
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rekonsiliasi hingga restorasi konflik pada
kasus “Idulfitri berdarah” di Tolikara
(2015), penolakan pembangunan Masjid
Agung Wamena (2016) dan menara Masjid
Agung Sentani (2018, serta konflik yang
diakibatkan oleh kedatangan Laskar Jihad
pimpinan Jafar Umar Thalib. Berkat peran
dan inisiasi NU, serangkaian konflik
tersebut  berhasil  direkonsiliasi  dan
direstorasi dengan baik, sehingga harmoni
KUB di Papua tetap terpelihara.
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